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PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH 








Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan SAKD terhadap  
transparansi  laporan  keuangan dan  selain  itu  juga  bertujuan  untuk melihat 
pengaruh penerapan SAKD terhadap akuntabilitas laporan keuangan.  
Hasil  pengujian  pada  hipotesis  pertama  dapat  menunjukkan  bahwa variabel 
independen mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel dependen dengan   nilai   
signifikansi  <   5%   (0,05),  sehingga   hipotesis  pertama   yang menyatakan  bahwa  
penerapan  Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah  (SAKD) berpengaruh terhadap 
transparansi laporan keuangan diterima 
Hasil  pengujian hipotesis  yang  kedua menunjukkan  bahwa  variabel independen  
mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel dependen dengan nilai signifikansi 
< 5% (0,05), sehingga hipotesis kedua yang menyatakan penerapan Sistem   Akuntansi 
Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh  terhadap akuntabilitas laporan keuangan 
diterima. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Provinsi 
Bengkulu telah menerapkan SAKD sehingga dapat berpengaruh terhadap transparansi 
dan akuntabilitas laporan keuangan. 
 
Keywords : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi dan  
                  Akuntabilitas Laporan Keuangan. 
 
 
I.      PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk 
memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang  berkepentingan. Dalam 
rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban 
yang tepat, jelas dan nyata sehingga terselenggaranya pemerintahan yang baik. Perlunya 
sistem pertanggungjawaban daerah atas segala proses  tindakan-tindakan, dibuat  dalam 
rangka  tata  tertib  menuju  instrumen akuntabilitas daerah. 
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 Adanya perubahan sistem ini juga menyebabkan perubahan dalam pengelolaan 
keuangan secara  transparan,  efisien,  efektif,  ekonomis,  dan akuntabel karena 
adanya tuntutan  publik terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan  
yang akan dihasilkan. Sehingga  laporan keuangan diharapkan dapat memberikan  
informasi  yang  terkait  dengan  pengelolaan  sumber  daya kepada pihak-pihak yang  
membutuhkan informasi yang merupakan bagian dari pelayanan publik dan akhirnya 
dapat juga berguna dalam pengambilan keputusan. Selain  itu  perubahan ini  
diharapkan  dapat  mendorong peningkatan partisipasi pemerintah daerah dan 
bertanggung jawab dalam penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) di 
daerahnya masing-masing. 
Pemerintah daerah sebagai pelaksana penerapan SAKD  
harus menyediakan  informasi  akuntansi  yang  bermanfaat  dan  akurat,  yang  mana 
nantinya penyajian  informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut akan
 menciptakan transparansi dan akhirnya dapat mewujudkan akuntabilitas 
laporan keuangan. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan 
merupakan tujuan utama dari reformasi keuangan daerah. 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan rmasalah dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
 (SAKD) berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan 
2. Apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
 (SAKD) berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan 
 
II.       TINJAUAN KE PUSTAKAAN 
2.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 
Akuntansi adalah suatu sistem. Sistem adalah  suatu kesatuan yang terdiri atas 
subsistem-subsistem atau kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain 
dan mempunyai tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah input (masukan) menjadi output 
(keluaran). Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen 
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atau formulir, outputnya adalah laporan keuangan (Halim, 2007). Syarwani  (2005) 
menyatakan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah (SAKD)  adalah sistem  
informasi  yang  membantu  proses  pencatatan  dan pelaporan anggaran dan 
keuangan daerah.  
SAKD  adalah  sistem yang bertujuan memenuhi kewajiban pemerintah 
daerah dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah 
bersangkutan (Umul, 2004 dalam Tuasikal,2007). 
2.2 Laporan Keuangan Daerah 
Laporan  keuangan  merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi 
keuangan dan  transaksi-transaksi yang dilakukan oleh  suatu  entitas  pelaporan 
(Darise, 2008). Halim (2007),  menyatakan  laporan keuangan  adalah  informasi 
keuangan yang disusun oleh suatu entitas bagi kepentingan pihak internal maupun 
eksternal  dari  entitas  tersebut.  Sedangkan laporan  keuangan  daerah  adalah 
informasi keuangan yang disusun oleh suatu pemerintah daerah yang   terutama 
ditujukan bagi kepentingan pihak luar pemeintah daerah tersebut. 
2.3 Transparansi Laporan Keuangan 
 Kerangka  Konseptual  SAP (2005)  mengatakan  transparansi  adalah 
memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan 
pertimbangan bahwa masyarakat  memiliki  hak  untuk  mengetahui secara terbuka dan 
menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang 
dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan  perundang-undangan.  
Sedangkan menurut  Firmansyah (2009), transparansi yaitu dalam menjalankan 
pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara 
berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu dalam hal ini adalah 
masyarakat. 
Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang 
berkaitan dengan  kepentingan  publik yang secara langsung dapat diperoleh oleh 
mereka yang membutuhkan. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa transparansi 
dapat tercipta apabila sistem pemerintahan dapat memberikan kebebasan  bagi  
masyarakatnya untuk  memperoleh  informasi  yang  dibutuhkan oleh masyarakat luas. 
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2.4 Akuntabilitas Laporan Keuangan 
Supriyono  (2002)  mendefinisikan  Akuntabilitas  adalah  perwujudan 
kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan 
elaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, 
melalui suatu media pertanggungjawaban, yang dilaksanakan secara periodik. Dalam 
organisasi publik, akuntabilitas suatu  institusi pemerintah adalah merupakan suatu 
perwujudan kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau 
kegagalan visi, misi, strategi, maupun operasionalisasi/pelaksanaannya dalam institusi 
yangbersangkutan. Pertanggungjawaban ini umumnya adalah dilakukan terhadap 
stakeholders atau pejabat publik yang dipilih masyarakat (elected officials). 
Berdasarkan kerangka  konseptual  SAP (2005),  Akuntabilitas  adalah 
mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang  
dipercayakan  kepada  entitas  pelaporan  dalam mencapai  tujuan  yang ditetapkan 
secara periodik. Sedangkan menurut Mardiasmo (2002), akuntabilitas adalah 
kewajibanpihak pemegang amanah  (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, 
menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan  
kegiatan  yang menjadi  tanggungjawab  kepada  pihak  pemberi amanah (principal) 
yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. 
2.5 Hipotesis Penelitian 
2.5.1 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) 
Terhadap Transparansi Laporan Keuangan 
Firmansyah  (2008) dalam  penelitiannya  membuktikan  bahwa  peran 
SAKD  berpengaruh  dalam    mewujudkan transparansi  laporan keuangan. 
Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang 
merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah 
atas informasi keuangan yang tercantum dalam laporan keuangan dan digunakannya 
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang  merupakan prinsip- prinsip akuntansi  
yang  diterapkan dalam  menyusun dan menyajikan  laporan keuangan.  Hasil  
penelitian  Mulyana  (2006)  menunjukkan  bahwa  Penyajian neraca daerah dan 
aksesibilitas laporan keuangan  secara bersama-sama berpengaruh positif dan 
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signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Penyajian laporan 
keuangan  yang lengkap dan akurat  yang mengacu pada  SAP dapat meningkatkan 
kualitas dari transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. 
Semakin baik penerapan SAKD, maka akan dapat menghasilkan laporan 
keuangan  yang  akurat  yang  disusun  berdasarkan  SAP,  sehingga  berpengaruh dalam 
meningkatkan kualitas transparansi laporan keuangan. Dari uraian dan penjelasan-
penjelasan sebelumnya,  maka  rumusan hipotesis pertama  dalam penelitian ini 
adalah: 
H1 : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh terhadap 
transparansi laporan keuangan 
2.5.2 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) 
Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan 
Hasil  penelitian  Firmansyah  (2008)  menunjukkan bahwa  peran  SAKD 
berpengaruh  dalam  mewujudkan   akuntabilitas  laporan  keuangan.  Laporan 
keuangan yang dihasilkan dari SAKD merupakan salah satu bentuk pelaksanaan 
akuntabilitas laporan keuangan. Akuntabilitas merupakan bentuk dari perwujudan 
pertanggungjawaban pemerintah daerah  terhadap semua kegiatan atau aktivitasnya 
yang telah dilaksanakan pada periode tertentu yang tertuang dalam bentuk laporan 
keuangan. Selain itu Penelitian Mulyana (2006) menunjukkan bahwa  penyajian  
neraca  daerah  dan  aksesibilitas  laporan  keuangan  secara bersama-sama berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. 
Penyajian laporan keuangan yang lengkap dan akurat  yang  mengacu p ada SAP dapat 
meningkatkan kualitas dari transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Semakin 
baik penerapan  SAKD, maka akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat 
yang disusun berdasarkan SAP sehingga dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas 
laporan keuangan. 
 Dari uraian dan penjelasan-penjelasan sebelumnya,  maka  rumusan 
hipotesis  kedua  dalam penelitian ini adalah 
JURNAL AKUNTANSI MUHAMMADIYAH  VOL. 3 NO. 1 
 
Prodi Akuntansi FE Universitas Muhammadiyah Aceh  6 
 
H2 : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh terhadap 
akuntabilitas laporan keuangan 
 
III. METODOLOGI PENELITIAN 
3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 
Semua kuesioner dalam penelitian ini diukur dengan skala Likert dengan 5 skala 
nilai yaitu Sangat Tidak Setuju (STS) dengan nilai 1, Tidak Setuju (TS) dengan nilai 2,  
Netral (N) dengan nilai 3, Setuju (S) dengan nilai 4, dan Sangat Setuju (SS) dengan nilai 
5. Variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel 
dependen antara lain: 
Untuk   mengukur   Penerapan   SAKD digunakan   instrumen berupa 
kuesioner yang dikembangkan Santoso (2002) dalam Bahlofa (2009) dengan modifikasi   
sesuai   kebutuhan   yang  lebih   menyesuaikan   dengan   konteks pemerintah daerah 
dan menekankan pada penerapan SAKD. Pengukuran variabel transparansi laporan 
keuangan  menggunakan 10  item pokok pertanyaan dengan mengadopsi  kuesioner 
Desvertika (2009) dengan  modifikasi sesuai kebutuhan yang  lebih  menggambarkan 
transparansi  laporan  keuangan  dan  menyesuaikan pada  konteks  pemerintah  daerah. 
Variabel akuntabilitas laporan keuangan diukur dengan menggunakan 6 item pokok 
pertanyaan dari kuesioner yang dikembangkan Firmansyah (2008) dengan modifikasi 
sesuai kebutuhan sehingga  lebih menggambarkan akuntabilitas laporan keuangan dan 
menyesuaikan pada konteks pemerintah daerah.  
3.2 Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada Sekretariat 
Daerah Provinsi Bengkulu.  Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja  
pada  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Bengkulu di  Biro  Pengelolaan Keuangan. 
3.3 Pengujian Kualitas Data 
1. Pengujian Validitas 
2. Pengujian Reliabilitas 
3. Hasil Uji Pilot-Test 
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4. Uji Asumsi Klasik 
5. Analisis Statistik 
Penelitian ini menggunakan metode statistik yaitu analisis regresi sederhana. 
Analisis tersebut didasarkan pada hubungan fungsional atupun  kausal satu variabel 
independen dengan variabel dependen. Persamaan regresi linier sederhana  untuk  
menguji  hipotesis-hipotesis  yang  telah  dirumuskan  adalah sebagai berikut: 
Y1 = α + βX + ε…………………………..(1)  
Y2 = α + βX + ε…………………………..(2) 
Keterangan : 
Y1 : Transparansi Laporan Keuangan 
Y2 : Akuntabilitas Laporan Keuangan 
α : Harga Y bila x = 0 (harga konstan) 
β : Koefisien regresi 
X : Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) 
ε : Error 
3.4 Uji Hipotesis 
3.4.1 Uji signifikan parameter individual (Uji Statistik t) 
Uji  statistik  t  pada  dasarnya  menunjukkan seberapa  jauh  pengaruh  satu 
variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 
dependen, (Ghozali, 2006). Pada pengujian ini dihitung besarnya koefisien regresi dan 
thitung  untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap  variabel
 dependen  dengan  menggunakan  alat  bantu  software Statistical Package for 
Social  Science (SPSS) versi 15 dan dengan tingkat signifikansi yang ditetapkan α = 
0,05. Jika nilai koefisien regresi (β) positif dan   besarnya   nilai signifikansi yang 
dihasilkan   (pvalue)  lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan  0,05 atau  
pvalue  <  0,05 berarti variabel SAKD (X) berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap transparansi (Y1) dan  akuntabilitas  (Y2)  laporan keuangan  maka H1 dan 
H2  yang diajukan diterima. 
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3.4.2 Koefisien Determinasi 
Selain  itu   dihitung  juga  besarnya  koefisien  determinasi  (R²) yang 
merupakan  koefisien  yang  menunjukkan  besarnya presentase pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). 
 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Hasil Penelitian 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 53 responden, diperoleh 
tanggapan dari kuesioner yang diberikan. Gambaran mengenai tanggapan dari 
responden mengenai variabel-variabel penelitian (SAKD, Transparansi, dan 
Akuntabilitas Laporan keuangan) dapat dilihat pada statistik deskriptif masing- masing 
variabel. Tabel 4.5 menggambarkan hasil tanggapan dari responden. 
Tabel 4.5  
Statistik Deskriptif 
Sumber: Data Primer Diolah, 2010 (Lampiran 17) 
4.2 Hasil Uji Kualitas Data 
Hasil pengujian validitas dan reliabilitas atas data dalam penelitian ini dapat 
dilihat pada Tabel 4.6. 
Tabel 4.6 
Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas 
 
Variabel Pearson Correlation Cronbach Alpha 
SAKD 0,684**- 0,843** 0,911 
Transparansi Lap Keuangan 0,408** - 0,793** 0,810 
Akuntabilitas Lap Keuangan 0.696** - 0,871** 0,847 
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* Signifikan pada level 0.05 
**        Signifikan pada level 0.01 
4.3 Pengujian Asumsi Klasik 
Dalam penelitian ini uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas. 
Tabel 4.7  menunjukkan hasil dari uji normalitas data menggunakan kolmogorov-
smirnov. 
Tabel 4.7 










SAKD 0,672 0,757 Normal 
Transparansi Lap Keuangan 0,725 0,670 Normal 
Akuntabilitas Lap Keuangan 0,937 0,343 Normal 
Sumber: Data Primer Diolah, 2010 (Lampiran 18) 
4.4 Pengujian Hipotesis dan Pembahasan 
4.4.1 Pengujian Hipotesis 
Hasil pengujian   regresi sederhana hipotesis 1   terhadap variabel SAKD  
dapat dilihat pada Tabel 4.8. 
Tabel 4.8 















Konstanta β0 20,302 5,269 3,853 0,000 Sig. 
SAKD β 0,391 0,138 2,828 0,007 Sig. 
Adjusted R Square = 0,119 N= 53 
Sumber: Data Primer Diolah, 2010 (Lampiran 19) 
Hasil pengujian   regresi sederhana hipotesis 2   terhadap variabel SAKD dapat dilihat 
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Tabel 4.9 
Hasil Regresi Sederhana Hipotesis 2 
Sumber: Data Primer Diolah, 2010 (Lampiran 19) 
 
V. PEMBAHASAN 
Hasil  pengujian  pada  hipotesis  pertama  dapat  menunjukkan  bahwa variabel 
independen mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel dependen dengan   nilai   
signifikansi  <   5%   (0,05),  sehingga   hipotesis  pertama   yang menyatakan  bahwa  
penerapan  Sistem Akuntansi  Keuangan  Daerah  (SAKD) berpengaruh terhadap 
transparansi laporan keuangan diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 
sebelumnya yang dilakukan oleh Firmansyah (2008) di Provinsi Jawa Barat yang 
menunjukkan adanya pengaruh antara peran. 
 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah   (SAKD) dengan Transparansi Laporan 
Keuangan Pemerintah  Daerah.  Selain  itu  mendukung  juga  Penelitian Mulyana  
(2006) menunjukkan bahwa penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan 
secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan 
akuntabilitas keuangan daerah. 
Berdasarkan  hasil pengujian hipotesis pertama dapat disimpulkan bahwa 
penerapan(SAKD) berpengaruh  positif dan signifikan terhadap transparansi 
laporan keuangan. Hal ini menandakan bahwa dengan diterapkannya  SAKD, maka 
akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat yang disusun berdasarkan SAP, 
sehingga berpengaruh dalam meningkatkan kualitas transparansi laporan keuangan. 















Konstanta β0 9,393 3,712 2,530 0,015 Sig. 
SAKD β 0,348 0,097 3,574 0,001 Sig. 
Adjusted R Square = 0,185 N= 53 
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mewujudkan  transparansi  laporan  keuangan. Transparansi sangat dibutuhkan untuk 
memperoleh informasi laporan keuangan dengan mudah. 
Hasil  pengujian hipotesis  yang  kedua menunjukkan  bahwa  variabel 
independen  mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel dependen dengan nilai 
signifikansi < 5% (0,05), sehingga hipotesis kedua yang menyatakan penerapan Sistem   
Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh  terhadap akuntabilitas laporan 
keuangan diterima. 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua dapat disimpulkan bahwa penerapan 
SAKD pada Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Hal ini berarti semakin  baik  
penerapan SAKD,  maka  akan  dapat  menghasilkan  laporan keuangan yang akurat 
yang disusunberdasarkan SAP sehingga dapat meningkatkan kualitas  
akuntabilitas  laporan  keuangan. 
 Pembuatan  laporan keuangan yang mengacu pada SAKD dapat berpengaruh 
dalam mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan. Akuntabilitas sangat dibutuhkan 
untuk melihat tanggung jawab  pemerintah  daerah  terhadap  informasi  yang  
tercantum  dalam laporan keuangan. Hasil penelitian mendukung penelitian sebelumnya 
yang dilakukan oleh Firmansyah (2008) yang menunjukkan adanya pengaruh antara 
peran  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah (SAKD) dengan  Akuntabilitas Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu  mendukung juga Penelitian Mulyana 
(2006) menunjukkan bahwa penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan  
keuangan  secara  bersama-sama  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap 
transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. 
Hasil dari penelitian di atas menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Provinsi 
Bengkulu telah menerapkan SAKD sehingga dapat berpengaruh terhadap transparansi 
dan akuntabilitas laporan keuangan. Penerapan SAKD yang dalam penelitian ini lebih 
memfokuskan pada SAMKEUDA, dapat dilihat dari jawaban responden atas 
pertanyaan-pertanyaan pada variabel SAKD, transparansi dan akuntabilitas. 
Jawabanresponden pada pertanyaan-pertanyaan variabel SAKD secara keseluruhan 
telah menggambarkan bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu telah menerapkan 
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SAKD dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah  khususnya dapat dilihat 
pada item pertanyaan mengenai acuan yang digunakan pembuatan laporan keuangan 
telah menggunakan SAMKEUDA. Jawaban  responden  pada  pertanyaan-pertanyaan  
variabel transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan secara keseluruhan  
menggambarkan  bahwa transparansi  dan  akuntabilitas  laporan  keuangan  cukup  
terpenuhi.  Dikatakan cukup terpenuhi karena rata-rata dari pertanyaan responden  tidak 
mendekati nilai maksimum 5 tetapi hanya mendekati nilai 4. 
SAMKEUDA yang merupakan bagian dari SAKD adalah   aplikasi yang 
digunakan dalam   pembuatan laporan keuangan. SAKD dalam prakteknya telah 
disesuaikan  dengan aturan yang diberlakukan yaitu Standar Akuntansi 
Pemerintahan. SAMKEUDA melibatkan bagian-bagian pada  Biro Pengelolaan 
Keuangan Sekretariat Daerah untuk melaksanakan fungsi-fungsinya sebagai pembuat  
laporan  keuangan.  Bagian anggaran berfungsi  untuk  melakukan perencanaan 
anggaran hingga penatausahaan anggaran. Bagian perbendaharaan dan kas  daerah  
berfungsi  untuk  pengelolaan  keuangan  sehingga  dari  proses anggaran, 
perbendaharaan dan kas daerah didapatkan bukti-bukti yang berupa bukti memorial, 
surat tanda setoran, dan surat perintah pencairan dana yang digunakan sebagai bukti 
dalam pencatatan transaksi keuangan. Bagian terakhir yaitu bagian akuntansi yang 
berfungsi untuk memproses bukti-bukti dalam pencatatan transaksi keuangan hingga 
menghasilkan  laporan keuangan. Terlibatnya  responden  bagian  anggaran,  akuntansi,  
perbendaharaan,  dan  kas daerah  dalam  penelitian  ini  menunjukkan bahwa sampel  
yang diambil  sesuai dengan kriteria responden yang dimaksudkan dalam penelitian ini. 
Namun,  masih   terdapat   beberapayang   dapat   mempengaruhi   hasil penelitian. 
Responden dalam  penelitian ini  hanya  responden pembuat  laporan keuangan  
pemerintah  daerah sehingga transparansi dan  akuntabilitas  laporan keuangan 
hanya dari sisi dilihat dari sisi pembuat laporan keuangan saja bukan dari sisi 
pengguna laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu kriteria yang ditetapkan dala 
penelitian ini adalah pegawai Biro pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah yang 
bekerja minimal 1 tahun mungkin dapat mempengaruhi pemahaman dan keterlibatannya 
dalam penerapan SAKD.  
JURNAL AKUNTANSI MUHAMMADIYAH  VOL. 3 NO. 1 
 
Prodi Akuntansi FE Universitas Muhammadiyah Aceh  13 
 
 
VI.  KESIMPULAN  
6.1 Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan SAKD terhadap  
transparansi  laporan  keuangan dan  selain  itu  juga  bertujuan  untuk melihat 
pengaruh penerapan SAKD terhadap akuntabilitas laporan keuangan. 
Pengujian  hipotesis  dengan  menggunakan  alat  analisis  statistik  regresi sederhana 
membuktikan bahwa: 
1. Hipotesis pertama yang menyatakan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan 
Daerah  (SAKD)  berpengaruh  positif terhadap transparansi laporan 
keuangan diterima.  Berdasarkan  hasil  pengujian  regresi  menunjukkan 
bahwa SAKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi laporan 
keuangan. Hal ini menandakan bahwa semakin baik penerapan SAKD, maka 
akan dapat menghasilkan  laporan keuangan yang akurat yang disusun 
berdasarkan SAP, sehingga berpengaruh dalam meningkatkan kualitas 
transparansi laporan keuangan. 
2. Hipotesis kedua yang menyatakan  Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan 
Daerah  (SAKD)  berpengaruh  positif terhadap akuntabilitas laporan 
keuangan diterima. Berdasarkan hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa 
SAKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap   akuntabilitas   laporan 
keuangan. Hal ini menandakan bahwa semakin baik penerapan SAKD, maka 
akan dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat yang disusun 
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